
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.286, 2020  ADMINISTRASI. Lembaga Pengelola Investasi 

(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6595) 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 74 TAHUN 2020 

TENTANG 

LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (8), 

Pasal 158 ayat (7), Pasal 159 ayat (6), Pasal 164 ayat (1), 

Pasal 166 ayat (10), dan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga 

Pengelola Investasi;  

 

Mengingat : 1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA 

PENGELOLA INVESTASI. 
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BAB I 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Investasi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 

Investasi adalah pengelolaan aset berupa uang atau 

barang milik atau untuk kepentingan Pemerintah 

Pusat yang bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan, manfaat ekonomi, dan manfaat lainnya. 

2. Lembaga Pengelola Investasi yang selanjutnya 

disingkat LPI adalah lembaga yang diberi kewenangan 

khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan 

Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja. 

3. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat 

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan. 

4. Menteri Keuangan adalah menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan negara.  

5. Menteri Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya 

disebut Menteri BUMN adalah menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

badan usaha milik negara. 

6. Dewan Pengawas adalah organ LPI yang bertugas 

melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI 

yang dilakukan oleh Dewan Direktur. 

7. Dewan Direktur adalah organ LPI yang bertugas untuk 

menyelenggarakan pengurusan operasional LPI. 

8. Manajer Investasi adalah perusahaan atau badan 

hukum/lembaga yang telah memperoleh persetujuan 

atau izin dari otoritas untuk beroperasi sebagai 

manajer investasi, secara khusus melakukan 

pengelolaan aset. 
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9. Dana Kelolaan Investasi (Fund) adalah sarana 

kendaraan investasi yang antara lain dapat berbentuk 

dana yang dikelola melalui perusahaan patungan, 

reksadana atau kontrak investasi kolektif atau bentuk 

lainnya baik berbadan hukum Indonesia maupun 

berbadan hukum asing di mana LPI berinvestasi di 

dalamnya dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan. 

10. Peraturan Dewan Pengawas adalah peraturan yang 

ditetapkan oleh Dewan Pengawas dalam rangka 

melaksanakan tugas dan kewenangan Dewan 

Pengawas. 

11. Peraturan Dewan Direktur adalah peraturan yang 

ditetapkan oleh Dewan Direktur dalam rangka 

melaksanakan tugas dan kewenangan Dewan 

Direktur.  

 

BAB II 

STATUS, MODAL, DAN KEDUDUKAN 

 

Pasal 2 

(1) LPI merupakan Badan Hukum Indonesia yang 

sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. 

(2) LPI bertanggung jawab kepada Presiden. 

 

Pasal 3 

(1) Modal LPI bersumber dari: 

a. penyertaan modal negara; dan/atau 

b. sumber lainnya. 

(2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dapat berasal dari: 

a. dana tunai; 

b. barang milik negara; 

c. piutang negara pada BUMN atau perseroan 

terbatas; dan/atau 

d. saham milik negara pada BUMN atau perseroan 

terbatas. 
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(3) Modal LPI ditetapkan sebesar 

Rp75.000.000.000.000,00 (tujuh puluh lima triliun 

rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

a. penyetoran modal awal LPI berupa dana tunai 

paling sedikit sebesar Rp15.000.000.000.000,00 

(lima belas triliun rupiah); dan 

b. pemenuhan modal LPI setelah penyetoran modal 

awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 

2021. 

(4) Modal LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

dilakukan penambahan melalui penyertaan modal 

negara dan/atau sumber lainnya. 

 

Pasal 4 

(1) LPI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. 

(2) LPI dapat mempunyai kantor di luar Jakarta dan di 

luar wilayah Negara Republik Indonesia. 

 

BAB III 

TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG 

 

Pasal 5 

LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai 

Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka 

mendukung pembangunan secara berkelanjutan. 

 

Pasal 6 

(1) LPI berfungsi mengelola Investasi.  

(2) LPI bertugas merencanakan, menyelenggarakan, 

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi 

Investasi. 

 

Pasal 7 

(1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, LPI berwenang untuk: 
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a. melakukan penempatan dana dalam instrumen 

keuangan; 

b. menjalankan kegiatan pengelolaan aset; 

c. melakukan kerja sama dengan pihak lain 

termasuk entitas dana perwalian (trust fund); 

d. menentukan calon mitra Investasi; 

e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau 

f. menatausahakan aset. 

(2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), LPI dapat melakukan kerja 

sama dengan mitra Investasi, Manajer Investasi, 

BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau 

entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan LPI 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

dalam Peraturan Dewan Direktur. 

 

BAB IV 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

Bagian Kesatu 

Organ Kepengurusan 

 

Pasal 8 

Organ LPI terdiri atas: 

a. Dewan Pengawas; dan 

b. Dewan Direktur. 

 

Bagian Kedua 

Dewan Pengawas 

 

Paragraf 1 

 

Pasal 9 

(1) Dewan Pengawas terdiri atas: 


